PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 34 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN CRGAN SASI DAN TATA KERJA SERTA

HAK KEUANGAN BADAN REHABI LI TASI DAN REKONSTRKS W LAYAH DAN
KEH DUPAN NVASY ARAKAT PROVI NS NANGERCE ACEH DARUSSALAM

DAN KEPULAUAN N AS PROI NS SUMATERA UTARA
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang : bahwa dal am rangka nel aksanakan Pasal 19 Peraturan Penerintah

Mengi ngat

o1

Menet apkan :

Pengganti Uhdang- Undang Nonor 2 Tahun 2005 ten tang Badan
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIlayah dan Kehi dupan
Masyar akat Provi nsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepul auan N as Provinsi Sumatera Wara, dipandang perlu
nenet apkan Peraturan Presiden tentang Susunan Q gani sasi
dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wl ayah dan Kehi dupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan N as Provinsi
Sunatera Wara,;

Pasal 4 ayat (1) Uhdang-Uhdang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Peraturan Penerintah Pengganti Uhdang- Undang Nonor
2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi  Wlayah dan Kehidupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepul auan
Nas Provinsi Sumatera Wara (Lenbaran Negara
Republ i k Indonesia Tahun 2005 Nonor 35, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4492) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG SUSUNAN CRGAN SAST DAN TATA
KERIA SERTA HAK KH:JANGAN BADAN REHABILITAS  DAN
REKONSTRIKS  WLAYAH DAN KEH DUPAN MASYARAKAT PROV NS
NANIRCE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULLAUAN NAS PROM NS
SUVATERA UTARA

BAB |
SUSUNAN CRGAN SASI

Bagi an Pertana
Uhum

Pasal 1

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi WIayah dan Kehi dupan
Masyar akat Provi nsi Nanggroe Aceh Darussal am dan Kepul auan
N as Provinsi Sumatera Wara, yang untuk sel anj ut nya dal am
Peraturan Presiden ini disebut dengan Badan Rehabilitasi dan

Rekonst r uk

Si,

terdiri dari:



a. Dewan Pengar ah;
b. Dewan Pengawas;
c. Badan Pel aksana.

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(Q

(1)

(2)
(3)

Pasal 2

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai nana di maksud dal am Pasal
1 berada di bawah serta bertanzzung |j anab | angsung kepada Presi den.
Proses penganbilan keputusan dalam Badan Rehabilitasi dan
rekonstruksi bebas dari pengaruh-pengaruh atau tekanan-tekanan dari
pi hak mana pun yang dapat menghanbat pencapai an tujuan rehabilitasi
dan rekonst r uksi .

Bagi an Kedua
Dewan pengar ah

Pasal 3

Dewan pengarah sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 huruf a,
beranggot akan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur
Penerintah Pusat, Penerintah Daerah, penuka agana/ul ama dan penuka
adat, tokoh nasyarakat dan akademsi.

Anggota Dewan pengarah dari Penerintah Pusat berjunmtah 6 (enan)
orang, yang terdiri dari Menteri Koordinator dang Per ekonom an,
Ment eri  Koor di nat or dang Kesej ahteraan Rakyat, Menteri Koordi nator
Bidang Politik, Hikum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri
Pekerjaan Uwm dan Menteri Negara Perencanaan Penbangunan/ Kepal a
Badan Per encanaan Penbangunan Nasi onal .

Anggota Dewan pengarah dari Penerintah Daerah berjumah 3 (tiga)
orang, yang terdiri dari unsur Penerintahan Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussal am dan Peneri nt ahan Daerah Provinsi Sunatera Wara.
Anggot a Dewan pengarah dari unsur penuka agana/ul ama dan penuka adat
berjumah 3 (tiga) orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal amdan Provinsi Sunmatera Uara.

Anggot a Dewan Pengarah dari unsur tokoh nasyarakat berjuntah 2 (dua)
orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Provinsi Sunatera Uara.

Anggot a Dewan Pengarah dari unsur akademsi berjumiah 3 (tiga) orang,
yang terdiri dari unsur perguruan tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal amdan Provinsi Sunmatera Uara.

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagai nana di maksud dalam Pasal 3, dipinpin o!eh

seorang Ketua nerangkap Anggota dan dibantu ol en seorang Sekretaris

ner angkap Anggot a.

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan

di ber henti kan ol en Presi den.

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengarah diberhentikan dari

| abat annya, apabi |l a:

a. ber hal angan t et ap;

b. terbukti secara hukum nel akukan tindak pidana korupsi, kol usi
dan nepotisne, serta tindak pidana | ai nnya;, atau

C. nengundurkan diri .
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Pasal 5

Cal am rangka nenbantu kel ancaran pel aksanaan tugas, Dewan Pengarah
dapat nmenbentuk Sekretariat yang dipinpin oleh Sekretaris Dewan
Pengar ah.
Qganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah sebagai nana
di naksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan
Pengar ah.

Bagi an Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas sebagai mana dinaksud dalam Pasal 1 huruf b,
beranggotakan 9 (senbilan) orang yang terdiri dari unsur tokoh
nmasyarakat yang nemliki pemahaman yang nenadai  dal am bi dang
pengawasan.

Untuk dapat diangkat nenjadi Anggota Dewan Pengawas harus nenenuhi
syarat sekurang- kurangnya sebagai beri kut :

a. nemliki integritas tinggi;
b. nem |l i ki kenmanpuan di bi dang pengawasan;
C. nmemliki latar belakang di bidang sosial kenasyarakatan,

keuangan, atau hukum
Pasal 7

Dewan Pengawas sebagai nana di maksud dalam Pasal 6, dipinpin ol eh

seorang Ketua nerangkap Anggota dan dibantu ol en seorang Sekretaris

ner angkap Anggot a.

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan

di ber henti kan ol en Presi den.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari

| abat annya, apabi |l a:

a. ber hal angan t et ap;

b. terbukti secara hukum nel akukan tindak pidana korupsi, kol usi
dan nepotisne, serta tindak pidana | ai nnya;, atau

C. nengundurkan diri .

Pasal 8

Cal am rangka nenbantu kel ancaran pel aksanaan tugas, pe:wan Pengawas
dapat nenbentuk Sekretariat yang dipinpin oleh Sekrctaris Dcwan
Pengawas.
Qganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas sebagai nana
di naksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleb Ketua Dewan
Pengawas.

Bagi an Keenpat
Badan Pel aksana

Pasal 9



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Badan Pel aksana terdiri atas :

a. Kepal a Badan Pel aksana;

b. Véki | Kepal a Badan Pel aksana;

C. Sekretari s Badan Pel aksana;

d. Ceput i dang Per encanaan dan Penrogr anan;

e. Deput i dang Pengenbangan dan Penber dayaan Kel enbagaan;

f. Deput i dang  Perunahan, Infrastruktur  dan  Koordi nasi
Penat agunaan Lahan;

0. Deput i dang penber dayaan Ekonom dan Usaha;

h. Ceput i dang Agama, Sosial, dan Kebudayaan;

i Deput i dang Pendi di kan dan Kesehat an;

] - Deputi B dang Keuangan dan Pendanaan;

k. Deputi Bi dang Konuni kasi, | nfornasi dan Hubungan Kel enbagaan.

Kepal a Badan Pel aksana di angkat dan di berhentikan ol eh Presiden dan
di beri kan kedudukan setingkat nenteri .
Kepal a Badan Pel aksana di berhentikan dari jabatannya ol eh Presiden

apabi | a:

a. ber hal angan t et ap;

b. berdasarkan penilaian kinerja tidak manpu nenjal ankan tugas
dengan bai k;

C. terbukti secara hukum nel akukan tindak pidana korupsi, kol usi

dan nepotisne, serta tindak pidana | ai nnya;, atau
Bappebt i .

Bagi an Kedua
Penasi hat Berj angka

Pasal 45

Pel aksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat
di | akukan set el ah nenperol eh izin usaha dari Bappebti .

| zi n usaha sebagai Penasi hat Berjangka wajib dimliki ol eh A hak yang
nel akukan kegi atan nenberi kan nasi hat secara |angsung atau nel al ui
penerbitan publikasi khusus atau |aporan nelalui nedia elektronik
yang nenuat analisis tentang harga atau Kkegiatan Perdagangan
Berjangka Konoditi atau Qpsi  dengan nendapat kan penbayaran atau
keuntungan, kecuali P hak tertentu yang dikecualikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bi dang Perdagangan Berj angka
Konodi ti .

P hak yang telah nemliki izin usaha sebagai P al ang Berjangka dapat
nel aksanakan kegi at an sebagai Penasi hat Berj angka.

Pasal 46

Per nohonan unt uk nenperol eh izin usaha Penasi hat Berjangka diaj ukan
kepada Bappebti diserta dengan dokunen dan/atau keterangan sebagai
beri kut :

a. akta pendirian perusahaan atau Perseroan Terbatas yang tel ah
di sahkan ol en Menteri Kehaki nan;

b. Nonor Pokok Véjib Pajak (NPWP);

C. nenenuhi per syar at an keuangan yang dit et apkan; dan



d. daftar nanma tenaga ahli yang nemliki izin sebagai Vékil
Penasi hat Berj angka dari Bappebti .

(2) Pernohonan sebagai mana dinaksud pada ayat (1), diajukan dengan
nenggunakan dan Rekonstr uksi .

(5  Deputi dang Pengenbangan dan Penberdayaan Kel enbagaan nenpunyai
tugas nengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang
pengenbangan dan penber dayaan kel enbagaan.

(6) Deputi B dang Perunmahan, Jnfrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan
Lahan nernpunyai tugas rnengelola kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di  bidang perurnahan, infrastruktur dan koordi nasi
penat agunaan | ahan.

(7) Deputi dang Pernberdayaan Ekonorni dan Usaha nernpunyai tugas
nengel ola kegiatan Rehabilitasi dan  Rekonst r uksi di bi dang
penber dayaan ekonom dan pengenbangan usaha.

(8)  Deputi dang Agana, Sosial, dan Kebudayaan nenpunyai tugas nengel ol a
kegi atan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang agama, sosial, dan
kebudayaan.

(9) Deputi dang Pendidi kan dan Kesehatan nenpunyai tugas nengel ol a
kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang pendidi kan dan
kesehat an.

(10) Deputi dang Keuangan dan Pendanaan nenpunyai tugas nenyi apkan
pendanaan dan nengel ol a keuangan Badan Rehabi | itasi dan Rekonstruksi .

(11) Deputi B dang Kornunikasi, Infornasi dan Hibungan Kel enbagaan
nenpunyai tugas nengel ol a konuni kasi, infornasi, dan hubungan dengan
pi hak-pi hak terkait guna nelancarkan kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonst r uksi .

Pasal 11

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dalam Pasal 10, Deputi
nenyel enggar akan fungsi :

a. penyi apan dan perunusan kebij akan teknis;
b. penyusunan dan pel aksanaan rencana kerj a;
C. penant auan dan eval uasi; dan

d. pengkaj i an dan pel apor an.

Pasal 12

Selain tugas yang telah ditetapkan sebagai mana di naksud dal am Pasal 10,
Kepal a Badan Pel aksana dapat nenberikan penugasan |ain kepada Deputi
sepanj ang ber kai t an dengan fungsi nya.

BAB | |
TATA KERIA

Pasal 13

(1) Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pel aksana, scbagainill na
dinaksud dalam Pasal 1 berada di bawah serta bertanggung jawab
| angsung kepada Presi den.

(2) Dewan Pengarah berwenang nemnta penjel asan kepada Dewan Penga was
dan Badan Pelaksana nengenai segala hal yang berkaitan dengan
pel aksanaan Rehabi |l itasi dan Rekonstr uksi .
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Devwan pengawas bel "V¢nang nemnta penjel asan kepada Badan Pel aksana
nengenai segal a hat yang berkaitan dengan pel aksanaan Rehabilit asi
dan Rekonstruksi .

Badan Pel aksana dapat berkonsul tasi kepada Dewan pengarah dan Dewan
Pengawas sewakt u-waktu hil a di perl ukan.

Lapor an- | apor an yang di sanpai kan ol eh Dewan Pengar ah, Dewan Pengawas,
atau Badan Pel aksana kepada Presiden, di tenbuskan kepada organ Badan
Rehabi | i tasi dan Rekonstruksi | ai nnya.

Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pel aksana nel aksanakan Rapat
Koordi nasi secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu
hi | a di perl ukan.

Pasal 14

Cal am nel aksanakan tugas dan kewenangannya, Kepal a Badan Pel aksana
berkonsul tasi dan berkoordinasi dengan Menteri, P npinan Lenbaga
Penerintah Non Departenen, P npinan Penerintahan Daerah dan P npi nan
Lenbaga | ai nnya yang terkait.

Unt uk nendukung kel ancaran pel aksanaan tugas Badan | {ehabilitasi dan
Rekonstruksi, Kepala Badan Pelaksana dapat nenerbitkan Surat
Keput usan Bersama dengan Menteri, P npinan Lenbaga Penerintah Non
Departermen, A npi nan Penerintahan Daerah dan R npi nan Lenbaga | ai nnya
yang terkait.

Kegiatan dekonsentrasi yang terkait dengan Rehabilitasi dan
Rekonst r uksi di koor di nasi kan ol eh Badan Pel aksana.

BAB I |
HAK KEUANGAN

Pasal 15

Kegi atan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas dibiayai dari Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

Kepada Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas diberikan
honor ari um

Honorarium Anggota Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengawas dan
renmunerasi Kepala Badan Pel aksana, Wékil Kepala Badan Pel aksana,
Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi-Deputi ditetapkan dengan
Keput usan Presi den.

Remunerasi Pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan
Pel aksana set el ah ber koor di nasi dengan Menteri Keuangan.

Renunerasi Pegawai Sekretariat Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan
Pengawas nenyesuai kan dengan renunerasi pada Badan Pel aksana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
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